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BAB III 

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN PASURUAN TENTANG IKRAR 

TALAK BAGI SUAMI ISTRI YANG MELAKUKAN  HUBUNGAN BADAN 

PASCA PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP 

  

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan 

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan 

 Pengadilan Agama Pasuruan terletak di  Jalan Ir. H. Juanda No. 11 

A, wilayah hukumnya meliputi dua daerah, yaitu kabupaten dan kota 

Pasuruan. Secara astronomi berkedudukan antara 7
0
30’- 7

0
40’ LS dan 

112
0
30’- 112

0
55’BT. Batas wilayah administratif Kabupaten/Kota 

Pasuruan sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara dengan Selat Madura, 

b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo, 

c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang, 

d. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarkan dari sumber Badan Pusat Statistik Kota dan 

Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan 

Agama Pasuruan sebanyak 790.216 jiwa terdiri: 

a. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 763.616 jiwa. 

b. Penduduk yang beragama Kristen berjumlah 7.092 jiwa. 

c. Penduduk yang beragama Katolik berjumlah 3.532 jiwa. 

d. Penduduk yang beragama Hindu berjumlah 13.761 jiwa. 

e. Penduduk yang beragama Budha berjumlah 2.212 jiwa. 

50 40 
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Adapun Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri 

dari: Kecamatan Rejoso terdiri dari 15 desa, Kecamatan Lekok terdiri 

dari 11 desa, kecamatan Grati terdiri dari 15 desa, kecamatan Nguling 

terdiri dari 15 desa, kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa, kecamatan 

Pohjentrek terdiri dari 9 desa, kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa, 

kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa, kecamatan Gondangwetan terdiri 

dari 20 desa, kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa, kecamatan 

Lubang terdiri dari12 desa, kecamatan Pasrepan terdiri dari 16 desa, 

kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa. Daerah Kota Pasuruan meliputi 3 

Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni:Kecamatan Bugul 

Kidul terdiri dari 13 kelurahan, kecamatan Gadingrejo terdiri dari 11 

kelurahan, kecamatan Purworejo terdiri dari 10 kelurahan.
1
 

 

2. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan 

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam 

pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

                                                           
1
 www.pa-pasuruan.go.id diakses pada tanggal 5 Mei 2015.  

http://www.pa-pasuruan.go.id/
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi 

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 

eksekusi, 

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya, 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan 

Keuangan kecuali biaya perkara).  

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta 

memberikan keterangan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam 

penentuan awal bulan pada tahun Hijtiyah, sebagaimana diatur 

dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peribahan 

atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang 

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam 

sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No, 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama,  
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f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya, 

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum 

dan sebagainya.
2
 

 

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan 

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 

152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan 

Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama 

Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami’ 

Pasuruan dan sebagai ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 

5 orang. 

 

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan 

a. Visi 

Mewujudkan Pengadilan Agama Pasuruan yang transparan dan 

akuntabel. 

b. Misi 

                                                           
2
 Ibid. 
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1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparansi, 

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam 

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, 

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan 

efisien.
3 

 

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ikrar Talak Bagi 

Suami Istri Yang Melakukan Hubungan Badan Pasca Putusan Berkekuatan 

Hukum Tetap 

       Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya 

tidak lain untuk melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim 

Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim 

adalah menegakkan hukum dan keadilan.  

       Putusan cerai talak tergolong putusan diklatoir karena menyatakan suatu 

keadaan yang sah menurut hukum. Amar putusan ini berbunyi 

‚Menetapkan‚. Perkara cerai talak termasuk perkara volunteer, sebagaimana 

permohonan penetapan ahli waris dan penetapan adanya harta bersama.
4
 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), 120. 
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       Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (kracht van 

gewijsde, power in force) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap pasti bersifat mengikat. Dalam peribahasa 

hukum disebut ‚res judicata proveritate habitur‛ artinya putusan yang pasti 

dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar 

dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan 

tersebut. Sifat mengikat putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak 

atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh 

kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executorial 

kracht, executionary power). Bagi pihak yang dinyatakan kalah 

berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya 

pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka 

putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.
5
 

       Berdasarkan hasil interview penulis kepada lima hakim Pengadilan 

Agama Pasuruan, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan hakim 

Pengadilan Agama terkait ikrar talak dan keabsahannya bagi suami istri 

yang melakukan hubungan badan pasca putusan berkekuatan hukum tetap.  

       Menurut hakim Moh. Hosen memang ada dua sikap yang dapat diambil 

oleh Majelis Hakim terkait ikrar talak bagi suami istri yang melakukan 

hubungan badan pasca putusan cerai talak sudah berkekuatan hukum tetap 

tersebut. Pertama, executable yaitu ikrar talak tetap dilaksanakan karena 

                                                           
5
 Ibid., 309-310. 
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tidak ada upaya hukum sampai putusan berkekuatan hukum tetap. 

Konsekuensi hukum dari terlaksananya ikrar talak tersebut adalah jatuhnya 

talak satu raj‘i. Talak raj’i memberikan hak pada suami untuk kembali 

kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam 

masa ‘iddah. Talak tersebut dihukumi bid’i@ karena dijatuhkan suami pada 

masa suci dan dicampuri pada masa suci tersebut.
6
 Pengadilan Agama 

mengakui keabsahan talak bid’i@ sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan Agama yang 

berbunyi: 

“Untuk menghindari terjadinya talak bid’i, Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Syar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila isteri 

dalam keadaan haid, kecuali bila isteri rela dijatuhi talak.”
7
 

       

       Kedua non executable, artinya ikrar talak tidak dilaksanakan. Dengan 

demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dinyatakan 

tidak dapat dieksekusi dan status pasangan tersebut masih sebagai suami 

istri yang sah. 
8
  

       Berdasarkan dua sikap diatas, hakim Moh Hosen lebih setuju agar ikrar 

talak tidak dilaksanakan. Beliau mengatakan bahwa hubungan badan pasca 

putusan berkekuatan hukum tetap adalah dilarang. Terjadinya hubungan 

badan mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum. Selain itu dengan 

                                                           
6
 Moh. Hosen, Wawancara, Pasuruan, 16 Juni 2015. 

7
 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi 

Revisi 2010, ( Jakarta : 2010), 176. 
8
 Ibid. 
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melakukan hubungan badan, menandakan bahwa suami tidak sungguh-

sungguh untuk mentalak istrinya.
9
 

       Hakim Moh. Hosen berpendapat demikian berdasarkan hadits riwayat 

Ibnu Umar manakala sahabat Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, 

maka Nabi SAW berkata kepadanya: ‚Perintahkanlah dia untuk 

merujuknya‛. Kemudian hendaknya dia menahannya sampai dia suci. 

Kemudian dia haid dan suci. Kemudian jika dia mau dia dapat mentalaknya 

dalam keadaan suci sebelum sempat dia setubuhi.‛ Dalam hadits tersebut 

setelah Umar merujuk istrinya, maka Rasulullah memberikan pilihan untuk 

mentalak atau merujuk kembali istrinya. Jika Umar menghendaki untuk 

mentalaknya, maka tidak diperkenankan untuk mendukhulnya. 

             Hakim Moh. Hosen juga menambahkan bahwa terjadinya hubungan 

badan tersebut menandakan bahwa rumah tangga mereka masih harmonis. 

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara mereka tidak menghalangi 

mereka untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. 

Berbeda halnya ketika dalam suatu rumah tangga tidak pernah terjadi 

pertengkaran atau perselisihan akan tetapi mereka tidak pernah melakukan 

hubungan badan. Maka rumah tangga seperti inilah yang dikatakan tidak 

harmonis. 

        Kemudian terkait keabsahan ikrar talak tersebut, maka selama 

pelaksanakan ikrar talak memenuhi syarat materiil dan formil, sekalipun 

merupakan talak bid’i@, maka tetap dikatakan sah.  

                                                           
9
 Ibid. 
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               Hakim Siti Aisyah juga sependapat dengan hakim Moh. Hosen. Beliau 

berpendapat bahwa jika antara suami istri sudah sungguh-sungguh untuk 

bercerai maka keduanya akan saling menjauhi satu sama lain, bahkan untuk 

bertemu pun mereka sudah sangat enggan. Hal tersebut dikarenakan 

kebencian yang sudah tertanam antara satu sama lain sebab perselisihan atau 

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Lain dengan kasus 

ini, suami dan istri malah masih melakukan hubungan badan padahal 

Pengadilan Agama sudah mengeluarkan izin pada suami untuk menjatuhkan 

talak.
10

 

        Hubungan badan yang dilakukan suami istri tersebut menjadi 

pertimbangan hakim untuk tidak melaksanakan ikrar talak. Dengan tidak 

terlaksananya ikrar talak akan memberikan perlindungan pada hak-hak istri 

yaitu terhindar dari perpanjangan masa iddah. Dengan tidak dilaksanakan 

ikrar talak juga akan memberikan kesempatan kepada suami istri tersebut 

untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka benar-benar ingin 

berpisah atau tidak. Talak yang dilaksanakan oleh suami pada saat itu 

disebut talak bid’i@ . Talak bid’i@ sekalipun dilarang, namun menurut hakim 

Siti Aisyah tetap sah. 
11

    

              Hakim Slamet berpendapat, terjadinya hubungan badan pasca putusan 

berkekuatan hukum tetap memberikan indikasi bahwa kedua belah pihak 

enggan untuk melaksanakan amar putusan karena diantara mereka sudah 

terjadi perdamaian. Jangka waktu yang diberikan oleh Pengadilan Agama 

                                                           
10

 Siti Aisyah, Wawancara, Pasuruan, 16 Juni 2015. 
11

 Ibid.  
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antara putusan dibacakan sampai ikrar talak dilaksanakan adalah supaya 

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bukti- bukti yang diberikan 

suami istri ketika sidang pemeriksaan dianggap illusoir (hampa) karena 

rumah tangga mereka ternyata masih dapat dipertahankan. Karena jika 

suami ingin ikrar talak dilaksanakan, ia tidak akan melakukan hubungan 

badan dengan istrinya.
12

 

        Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak 

dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, 

menurut hakim Slamet perlu perhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu 

keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian 

(rechtsecherheit). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang 

seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit 

mewujudkannya. 

          Tidak terlaksananya ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum 

tetap menurut hakim Slamet memenuhi asas kemanfaatan bagi kedua belah 

pihak terlebih kepada istri. Istri akan terhindar dari tindakan sewenang-

wenang suami dalam menjatuhkan talak kepadanya setelah menggaulinya. 

Jika ikrar talak dilaksanakan, maka talak bid’i@  tidak dapat dihindari. 

       Hakim Abdul Kholiq berpandangan bahwa ikrar talak harus tetap 

dilaksanakan. Alasannya adalah karena hubungan badan yang dilakukan 

suami istri bukan penghalang suatu putusan dieksekusi. Jatuhnya talak 

terhitung sejak suami mengucapkan ikrar di hadapan sidang Pengadilan 

                                                           
12

 Slamet, Wawancara, Pasuruan, 16 Juni 2015. 
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Agama, bukan sejak putusan dibacakan. Dengan demikian, sekalipun 

putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka suami istri masih terikat 

dalam hubungan yang sah. Apalagi jika pasca putusan berkekuatan hukum 

tetap tersebut para pihak-pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya 

hukum, maka jelas ikrar talak harus tetap dilaksanakan.
13

 

       Upaya hukum merupakan usaha seseorang terhadap putusan pengadilan 

yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh 

keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi. Putusan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap tidak bisa dimintakan banding karena masa 

tenggang banding sudah berakhir, yaitu 14 hari terhitung dari tanggal 

pembacaan putusan. Upaya hukum terhadap putusan yang telah in kracht 

tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung 

tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali sebagaimana yang 

dimuat dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.
14

 

       Seluruh hakim Pengadilan Agama Pasuruan sepakat bahwa selama 

putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka putusan itu belum bisa 

dieksekusi. Setelah putusan dibacakan, termohon masih berstatus sebagai 

istri sah dari pemohon. Pengadilan Agama juga tidak melarang jika keduanya 

masih dalam tempat tinggal yang sama, bahkan setelah ikrar juga 

diperbolehkan karena masih berupa talak raj’i@.  

           Talak merupakan hak suami, maka Pengadilan Agama mengeluarkan 

putusan yang memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak 

                                                           
13

 Abdul Kholiq, Wawancara, Pasuruan, 16 Juni 2015.  
14

 Undang-undang ini diamandemen dengan UU No.3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009. 
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kepada istrinya. Sedangkan terhitung jatuh talak adalah sejak ikrar talak 

suami  di depan sidang Pengadilan Agama. Iddah istri juga dimulai sejak 

ikrar tersebut.
15

 

       Putusan hanya bisa dieksekusi ketika sudah berkekuatan hukum tetap 

bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan apabila mereka merasa keberatan dengan keputusan Majelis 

Hakim. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pihak-pihak yang 

berperkara bisa mengajukan upaya hukum seperti banding, ataupun kasasi.   

Hakim Mashuri menambahkan, jika terjadinya hubungan badan antara suami 

istri tersebut masih dalam tahap pemeriksaan, maka perkara akan di N.O. 

(Niet Onvankelijk Verklaart) yaitu permohonan atau gugatan tidak dapat 

diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.
16

  Menurut hakim 

Mashuri, hubungan badan yang dilakukan suami istri pasca putusan 

berkekuatan hukum tetap merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan 

menurut hukum.  

       Hakim Abdul Kholiq mengatakan bahwa ketika tidak ada peraturan 

yang tegas mengatur suatu perkara, justru disitulah hakim memiliki 

independensi dalam menggali dan menetapkan hukum. Logika seperti ini 

sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai 

penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Ketentuan Undang-

                                                           
15

 Moh Hosen, Wawancara, Pasuruan, 16 Juni 2015.  
16

 Mashuri, Wawancara, Pasuruan, 16 Juni 2015.  
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52 

 

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  pasal 56 ayat (1) 

menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
17

 Maka, 

hakim harus berijtihad menetapkan hukum untuk perkara yang sedang 

ditangani apabila belum diatur dalam peraturan perundang-undangan 

maupun hukum Islam.  
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 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 56 ayat (1) tentang Peradilan 

Agama.  


